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ABSTRAK

[}

Skripsi int berjudui v Kemendaroan Dalam Sistem Pemerintahan Dacrah
Kabupaten Kevincd TUSK-1942 " adalsh svatu tinjauan tentang bagai mana
pemerintahan kemendapoan pemab diterapkan di daerah Kabupaten Kerine, dengan
metede  penelitian sejarzh  analitis. Kemendapoan  merupakan  sualu benluk
pemerintaban tradisional vang pernah ada di Kerinei. Kemendapoan merupakan suatu
daerah pemerintahan vang @rbentuk mealalui pengpabungan dacrah kedepatian ataw
dusun, Setiap daerah kemendapoan dipimpin oleh seorang kepala mendapo vang
dibantu oleh seorang sekretaris. Kemendzpoan merupakan suatu dacrah administratif
vang berada di dalam lingkurgan kecamatan. Denpan demikian, seorang mendapo
memiliki tugas membantu camat dalam menjalaskan roda pemerintahan. Scorang
kepala mendapo tidak hanya menjadi pemimpin pemerintahan sipil, tetapi juga
menjadi pemin.pin adat tertinggi di daerah pemerintahannyva.

Pelaksanaan Undang-Undang Ne. 5 Tahun 1979, tentang Pokok-Pokok
Pemerintaha Desa, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11
Tahun 1984, teptang "embinzan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat
Desa'Kelurahan, maka pemerintahan mendapo dihapuskan di Kerinei, Walau telab
diberlakukannya  Undang-Undang Moo 5 Tahun 1979 tentang  Pokok-Pokok
Pomerintahan Desg yang dimaksudkan untuk menyaragamban sistem pemerintahan di
seluruh dacrah i Indoncsia, namun tetap =aja ada beberapa dacrah yang masih
mempertabank.an bentuk dan corak sistem pemerintahan tradisional mereka. Akan
letapl, pada tahun 19791982 pemerintahan kemendapoean masil tetap berjalan,
walaupun funesi mendapo sudah mulsd berkurang, Baru pada tahun 1982 sistem
pemerintzhan kemendapoan benar-benar dihapuskan.

Sampai saat sekarang tidak nampak usaha-usaha dari pemerintah daerah
Kaobupaten Kerinel untuk meoerapkan kembali sistemn pemerintahan kemendapoan
ini. Apabila arang Minapkebau  sukses dengan usahanve untuk kembali pada
pemerintahan nagart, maka untuk dacrah Kerinei kita hanva bisa berharap adanya
keinginen pernerintah daerah entuk mengembalikan pemerintahan kemendapoaan ini,

Meskipun demikian, masih ada beberapa daerab yang yang bersikukuh untuk
mempertahankan  bentuk  sistem  pemerintzhan  tradisional  mereka.  seperti
pemerintahan kanagarian di Sumatera baral. Terakhir, tulisan ini dimaksudkan untuk
mengineatkan kembali kepada masyorakat Kerinci pada satu bentuk pemerintahan
tradisiosnal mereka yvang telah hilang, vaitu pemerintahan kemendapoan,



BART

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masaluh

Pemerintzhan kemendapozn di Kabupaten Kerinci merupakan suatu bentuk
pemerintahan vang menarik untuk di teliti, karena bentuk pemerintahan kemendapoan
merupakan ciri khas pemeriniahan di Kabupaten Kerinei. Jika daerah fainnya di
Provinsi Jambi mengenal sistem pemerintahan marga atau kampung sebagai kesatuan
rerkect] dari pernerintahan vang ala di teagah masyarakat, maka masyarakat Kerinci
banya mengenal sistem pemerintahan kemendapoan, '

Untuk pemerintzhan kermendapoan saat sekarang tidak banyak dikenal orang,
terutzma sekali dari kalangan  penerasi muda. Penvebabnya adalah tidak
diterapkannya  lagi sistem pemerintzhan tersehul & Kerinci. Hal ni dikarenakan
pemerintahan kemendapoan di Kerinei telah lama dihapuskan, dan tidak ada ussha-
usaha dari permerintah dacrah untuk mengaktitkannya kembali pada saot sekarang ini.

Pemerintahan kemendapoan yang dulu pernah ada di Kerinei memipakan
sustu benluk aset daerah vang tidak dimiliki oleh daerah lainnya di Indonesia. Sistemn
pemerintahan kemendapoan it relatil sangat relevan dengan kondisi Indonesia sejak
jatutmya rezim orde bare. Otonomi deerah dan demokrasi pemerintaban sampai

tingkat terendah saat ini, memiliki kesamaan dengan sistem kemendupoan. Pemilihan

" \dris Djakfar, Seri Sularak Kevinci I: Mengeak Tabie Pra Sejiaran di Adlaw Kerinei, {Kerinci:
['einerinizh Daermh Kobupsten Berinet, 2000}, hal. 54



seorant kepala mendapo menggunakan sistem demokrasi, yaitu masyarakat memilih
langsung kepala mendapo yang mereka inginkan,

Pemerintahan kemendapoan di Kerinei boleh dikatakan sebagai suatu bentuk
pemerintahan vang ideal di tengah musyarakat. Dikatakan ideal karena sisterm
pemerintahan ini memegang  peranan  ganda pada masyerakat, yaitu schagai
pemerintahan sipil dan juga adat. Adanya sistem pemerintzhan ini sedikit banyak
akan membantu pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannys.
Pemerintah daerah tentunva tidak dapat memantou perkembangan yang terjadi
ditengah masyarakat setiap saat. Mendapo adalah orang vang sctiap saat dapat
memantay perkembangan masyarakat di dagrah kemendapoannya, kareng ia terlibat
langsung dalam setiap kegratan masvarakat. Karcna kedekatan mendapo dengan
masyarakal itufah in memiliki peranan yeng sangat penting delam membantu
pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya, terutama sekali dalam
mensukseskan program-program yeng terkait dengan kehidupan masyarakat.

Studi tentang pemerintahan kemendapoan di Kerinei ini telah ada ditulis
arang. Umumnya semuoa fulisan tersebul hanys memberikan gambaran  umum
mengenai pemerintabian kemendapoan tersehut, misalnva wlizan ldris Djakfar, dalam
ol Sejarerh Keweinei [l vong hanya membahas  tentang terbentuknya  dacrab
’rcr:rr':::n:lsq'm-:mn_E Tulisan ilu tidak menjelaskan fenomena berfungsinya pemerintahan

kemendapoan tersehut. Karva lainnya adalah tulisan lskandar Zakaria Tambo Sakti

L |dris Djnkfar. Seri Sefarah Kerincl & Menguak Tahir Pra Sefarah di Saki A {am Kerieci,
iKeringt: Pemerintah Draciah ¥ abupaten Ferinci, 2001).



Alam Kevinei 3.7 Karva tersehut jupa lidok membabas pemerintahan kemendapoan
secara keseluruhan, hanya membahas mengenai pembapian wilayab kemendapoan di
Fabupaten Eerinci.

Untuk linglup Propinsi Jambi, tulisan mengenai pemerintaban kemendapoan
dapat dilihat dslam tulisan Kemas Arsyad Somad yang berjudul Afergenal Adai
Jamihi dalam  Persfektf Modern” Dslam tulisan tersebut ia hanva membahas
mengenai penghapusan pemerintahan kemendapcan dan bentuk-bentuk pemerintahan
tradisional lainnva di Propinsi Jambi, seperti pemerintaban pesirah dan marga,
Tulisan Kemas Arsyad Somad menitik beratkan pembahasannya kepada pencrapan
Undang-Undang No. 5 tahun 1979 terntang Pemerintahan Desa, yang berdampak pada
penghapusan sistem pemerintahan tradisional yang telah ada.

Dari karya-karva teeschut di atas, terlihat bahwa helum ada schuah karya tulis
vang  dapat  menggambarkan pemerintzhan  kemendapoan  di Kerinel  secara
Lescluruhnn, Kehanyokan dari korya-karva tersehut hanva membahas sebagian aaja
dari sistern pemerintahan kemendapaan,

alam karya-karva yang telah disebutkan di atas terlihat babwa dinamika
pemerintahan kemendapoan i Kerinci sangat menarik untuk dibicarakan. Dipilihnya
wopik ini schagai pokok pembicaraan karena; pertama, pemerintaban kemendapoan
hanya ada di daersh Kerinei, sedangkan daerah lainnya di Propinst Jambi tidak
mengenal pemerintahan kemendapoan. kedua, kemendapean adalah suatu bentuk

pemerintahen yang unik dan menarik, dikarenakan seorang kepala mendape tidak

Y [skandar Fakarin, Toeebo Saddd Alam Keringd 3 (Tambi, 1983)
“ Wemas Arsvad Somad, Mengesal Ada Jambi Dolom Perspefiil Midwes, (Inmbi: Dinas

Penclidikan Propinsi Jamii, 2002].
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hanya bertindak sebagai pemimpin sipil. tetapi juga pemimpin adot untuk daerah
kekuasaannya. Ketiga, sejauh vang lelab ditelusurt belum ada yang menulis tentang
pemerintzhan Kemendapoan ini secara mendalam dan menyeluruh, schingpa relevan
uniuk diungkaphkan.

ferbeds demgan karya-karya di atas, tulisan ini ditgjuken uniek melihat
keheradaan pemerintahan kemendapoen dalam pemerintahan dazrah Kerinci. Selan
itn. tulisan ini  berujuan  untuk  memberikan informasi  bagaimana sistem
pemerintahan kemendapoan ini diterapkan di Kerinci sehinpea orang dapat mengenal
kembali sistem pemerintahan kemendapoan yang dahulu pernah diterapkan di daerah
Lorinel. Dalam konleks irlah  maks penelitian ini dibual dan diben judul:
“Kemendapoan Dalam Sisterm Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kerinci. 1958-

1y82™

B. Pembatasan dan Perumnsan Masalah

Tulisan ini membicarakan lentang pemerintahan kemendapoan dalam sistem
pemerintahan di Kabupaten Kerinci 1958-1982, Ratasan temporal tulisan ini dengan
demikian meliputi tehun 1938-1982, Tahun 105% dijadikan sehagai batasan awal
karena pada tahun ite pemerintahan kemendapaan di Keringi kembali diaktifkan
setclh  sempat vakum akibat agresi militer Belanda, Penpaktifan  kembali
pepnerintahan kemendapoan tersebut juga hertepatan dengan terbentuknya Eabupaten
Kerinci sehagai bagian dari Provinsi Jambi, vang ditetapkan berdasarkan LILI Mo, 34
‘Tahun 1957 yo UL Mo, 61 Tahun 1958, setelan memisahkan diri dari wilayah

Sumatera Barat dalam Provinst Sumatera Tengah. Sementara batasan akhirnya adalah



tahun 1982 karena pada fahun tersebul pemerintahan kemendapoan dihapuskan,
:ﬂ:iringJh dengan dikelearkannya Undang Undang Nomoer 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa. Undang-Undang  tersebut menjadikan desa schagm unit terkeeil
dari simsz pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia. Selama rentang waktu
Tl .al-.;n dilihat bagaimana  bubungan  pemerintahan kemendapoan  dalam
pemerintahan di Kabupaten Kerinei.

Batasan spasizl kajian ini adalah Kabupaten Kerinci. Provinsi Tambi, yaitu
lempat unit pemerintahan ini pemah ada. Untuk membatesi ruang lingkup dalam
pembahasan, bertitik tolak pada latar belakang masalah, ada beberapa perianyazn
vang dirumuskan sehagai herikut:

a. Apakah yang dimaksud denpgan sistem pemerintahan kemendapoan”

b, Bagaimanaksh eksislensi pemerintzhan kemendapoan di Kerinei dalam

rentang wakiu | 958-19427
o Permasalaban apa saja yang dizlami pemerintahan kemendapoan Kerinc

dalam rentang wakiu |958-15827

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari  penulisan ind salah untuk melihot  pola  pemenntahan
kemendapoan  yang  pernah ada di Kabupaten Kerinci. dan dikaitkan dengan
langgapan masyarakatl terhadap pemerintahan kemendapoan terschut, baik ketika
pemerintahan ini masih berlangsung mavpun setelan dihapuskan,

Tulisan ini juga merupakan wsaha uniuk merekonstruksi sejarah pemerintahan

di daerah Kerinei schaga bagian dar sejarah lokal Indonesia. Sekaligus untuk

h



menambah referensi mengenal penulisan sejarah pemerintahan daerah Kerinci serta

unbuk penulisan sejamah dacrah Beringi selanjuiny,

). Kerangka Analisis

Istilah pemerintah dan pemerintahan merupakan dua kata vang SETANLLASH
kits temubkan dalam hukum administrasi, Tstilah pemerintahan yang digunakan dalam
hukum administrasi beeada dalam arti pemerintahan vang sempit. yaitu i loar
Lekuasaan lembaga pembentuk peraturan perundangan dan di loar kekuasaan
peradilan. Kata pemerintahan menunjukkan makna terhadap proses dan fungsi dalam
melaksanakan urusan (obyck), misalnya urusan di bidang pendidikan, keschatan, dan
sehagainya, Sedangkan pemerintah menunjukkan kepada subjek (pelaku} yang
melaksnakan urusan pemerintah dalam makna jabatan, seperti presiden, menter,
mshernur, bupatifwalikota, dan jabatan struktural lainnya.”

Kemendapean merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dalam
dacrah Kerinel vang mempunyai wilayah vang tertentu hatas-batasnya, mempunyal
harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangpanya sendird, dan
memilik pimpinan pemerintahannya. Sistem pemerinlahan kemendapoan merupakan
sitem pemerintahan tradisional yang pemah diterapkan di Kerinci serta kelangsungan
adat setempat, Artinva, pelaksansan pemerintaban kemendapoan sejalan dengan
sirukiur sosial masvarakat yang meneskankan peran yang penting kepada kepala

mendapo yang juga bertindak sebagai pemimpin adat setempat,

* Erenadi Adegustara, ke Administrast Negara, {Padang; Fakultzs Hukum Universitas
Andalas, 20057, hal. 13
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KESIMPULAN

Dalam konteks pemerintzhan, etika pemerintahan merupakan landasan moral
bugi penvelengearaan pemerintahan. Tugas pokok permerintaban it dapat diringkas
menjadi  tiga funpsi vang  hakiki  yaituo pelayanan (service), permnberdayaan
{empowerment), dan pembangunan (development).

Seorang pemimpin vang aril, yang mempunyai cita-cita luhur, bukan hanya
berhasil dan sukses dalam kepemimpinunnya. Tebih dari it ia hares menyiapkan
lenaga pencrus {kader) vang akan melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah
dirimtis dan dikerjulannya.

Pelayanan skan membuahkan keadilan dalam masyamakat, pemberdayasn
skan mendorong kemandirian masyarakat. dan pembangunan akan menciptakan
kemakmuran dalam masyarakat, Eiika pemerintaban seyopsvenva dikembangkan
dailam kaitan memaksimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Artinya, setiap
tindakan yang tidak sesum, tdak mendukung, apalagi yang menghambat perwijudan
dari fungsi-fungsi it seyogyanya dipandang sebagai pelanggaran atik,

Dalam pada itu, walaupun kualitas kepemimpinan pada dasamya berkenazn
dengan integritas kepribadian, ia juga mencakup skill, kemampuan untuk secara tepal
wiemahami maszalah dan lantangsn yang secara nyata dihadapi. mengembangkan
herbagai pilihan dalam wpaya inemecahkan masalah.

Tidak kurang pentingnys yang perlu diperhatikan dalam studi kepemimpinan

adalah kemampuan masyarakat memberi respan kepada selizp segl dari prakiek
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